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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor 

yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM 

dianggap strategis karena mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya 

sain, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga sering 

menjadi bagian dari sektor |informal yang berfungs|i member|ikan sumber 

pendapatan bag|i masyarakat yang sul|it menjangkau pasar formal. Sebag |ian besar 

UMKM berkembang dengan keterbatasan modal dan sumber daya manus |ia, 

seh|ingga t|idak jarang menghadap |i hambatan dalam memperluas usaha maupun 

menembus pasar yang leb|ih besar. Mesk|ipun dem|ik|ian, UMKM mem|il|ik|i 

keleb|ihan berupa fleks |ib|il|itas dan kemampuan ber|inovas|i, seh |ingga dapat 

menyesua|ikan d|ir|i dengan d|inam|ika perubahan pasar secara cepat (F|irdausya & 

Ompusunggu, 2023) 

 Usaha M|ikro, Kec|il, dan Menengah (UMKM) memegang peranan pent |ing 

dalam mendukung perekonom|ian |Indones|ia. Berdasarkan data Kementer|ian 

Koord|inator B|idang Perekonom|ian Republ|ik |Indones|ia (2025), sektor UMKM 

d|iharapkan menjad|i cr|it|ical eng|ine bag|i pertumbuhan nas|ional, meng|ingat 

kontr|ibus|inya yang mencapa |i leb|ih dar|i 60% terhadap Produk Domest |ik Bruto 

(PDB) serta kemampuannya menyerap sek|itar 97% tenaga kerja. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM d |idef|in|is|ikan sebaga|i usaha yang 
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d|ijalankan oleh |ind|iv|idu maupun badan usaha dengan kr|iter|ia tertentu. Usaha 

m|ikro mem|il|ik|i modal maks|imal Rp50 juta dengan omzet tahunan t|idak leb|ih dar|i 

Rp300 juta. Usaha kec|il d|itanda|i dengan modal antara Rp50 juta h|ingga Rp500 juta 

dengan omzet Rp300 juta sampa|i Rp2 m|il|iar per tahun, sedangkan usaha menengah 

mem|il|ik|i modal Rp500 juta h|ingga Rp10 m |il|iar serta omzet tahunan berk|isar Rp2 

m|il|iar h|ingga Rp50 m|il|iar (Wah|id|iyah et al., 2025).  

 Dalam kondisi perekonomian global yang semakin berkembang dan penuh 

tantangan, kinerja keuangan menjadi salah satu aspek utama untuk menilai tingkat 

efektivitas suatu entitas usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), dalam mencapai sasaran bisnisnya. UMKM memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun 

daerah (Martad |inata & Pasek, 2024). Sebagai unit usaha yang bersifat mandiri, 

UMKM pada umumnya mampu menjalankan kegiatan usahanya tanpa bergantung 

secara langsung pada pemerintah, meskipun tetap berada dalam lingkup kebijakan 

dan regulasi yang ditetapkan, khususnya oleh pemerintah daerah (Atmaja et al., 

2020). Kinerja keuangan yang baik menjadi faktor penting yang membantu 

perusahaan mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah berbagai 

perubahan kondisi serta tantangan ekonomi global yang terus berkembang 

(Sasm|ita, 2023). Namun demikian, banyak pelaku UMKM masih lebih 

memusatkan perhatian pada aktivitas operasional sehari-hari dibandingkan 

penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai. Dalam praktiknya, 

pengelola UMKM juga kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan 

setiap transaksi yang terjadi selama kegiatan operasional usaha (Yul|iawat|i & 

Yudantara, 2022). Kinerja keuangan UMKM dalam penelitian ini tidak hanya 
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dinilai berdasarkan besarnya omzet yang diperoleh, tetapi juga dilihat dari 

kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sepert|i 

ketert|iban pencatatan transaks|i, pengelolaan arus kas, serta kemampuan usaha 

dalam menjaga keberlangsungan operas |ionalnya. 

 Usaha M|ikro, Kec|il, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor pent |ing 

dalam menopang perekonom|ian nas|ional karena berperan besar dalam penyerapan 

tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan pendapatan. Namun, 

berdasarkan laporan |Isu Sepekan yang d|iterb|itkan oleh Pusat Anal|is|is 

Keparlemenan Badan Keahl|ian Setjen DPR R |I (2023), k|inerja keuangan UMKM 

d|i |Indones|ia mas|ih menghadap|i berbaga|i tantangan ser|ius. Salah satu masalah 

utama adalah mas|ih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menyusun dan 

menyaj|ikan laporan keuangan secara s |istemat|is dan sesua|i standar akuntans|i. 

Kond|is|i |in|i menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntans |i Keuangan Ent|itas 

M|ikro, Kec|il, dan Menengah (SAK EMKM) belum berjalan opt |imal. Ak |ibatnya, 

transparans |i dan akuntab |il|itas dalam pelaporan keuangan UMKM mas |ih rendah, 

seh|ingga menyul|itkan pelaku usaha untuk memperoleh akses pemb |iayaan dan 

men|ingkatkan daya sa|ing. Sela|in |itu, has|il surve|i yang d|ikut|ip dalam laporan 

tersebut menunjukkan bahwa pasca pandem |i Cov|id-19, sebanyak 77% UMKM 

mengalam|i penurunan pendapatan, 88% keh |ilangan perm |intaan produk, dan 97% 

keh|ilangan n|ila|i aset. Angka |in|i mencerm|inkan lemahnya kemampuan UMKM 

dalam mengelola arus kas dan menjaga stab |il|itas keuangan d|i tengah 

ket|idakpast|ian ekonom|i. Masalah arus kas yang t|idak terkontrol menyebabkan 

menurunnya kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang, terutama pada 
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sektor par|iw|isata yang sangat bergantung pada t |ingkat kunjungan w|isatawan 

(L|isnawat |i, 2023) 

 Melakukan pencatatan keuangan yang ba|ik dan efekt|if sangatlah pent|ing, 

karena j|ika UMKM |ing|in mendapatkan pemb|iayaan dar|i Lembaga keuangan dan 

pemer|intah untuk pengembangan usahanya, UMKM tersebut perlu melakukan 

pencatatan keuangan agar lembaga keuangan yang |ing|in member|ikan pemb|iayaan 

b|isa men|ila|i k|inerja keuangan mereka. Menurut Wak|il Menter|i UMKM, Helv|i 

Moraza, mengatakan bahwa sebanyak 69,5% pelaku UMKM belum mem |il|ik|i akses 

ke kred|it perbankan (Tempo, 2025). 

Sektor par|iw|isata merupakan sektor padat karya, banyak sekal |i manfaat 

ekonom|i yang dapat d|ihas|ilkan dar|i sektor |in|i, sepert|i akomodas|i, peng|inapan, 

restoran, dan transportas|i (Purnamawat|i, 2021). D|i sektor par|iw|isata, tantangan 

k|inerja keuangan menjad|i leb|ih spes|if|ik karena s|ifat mus|iman |industr|i |in|i. 

Perm|intaan yang t|ingg|i pada masa l|iburan atau event budaya menyebabkan 

lonjakan pendapatan, namun pada mus |im sep|i, banyak pelaku usaha mengalam|i 

kesul|itan keuangan. Ket|idakse|imbangan antara per |iode pemasukan dan 

pengeluaran tersebut membuat manajemen keuangan menjad |i |isu yang krus|ial. 

Oleh karena |itu, penel|it|ian  mengena|i pengelolaan kas pada UMKM menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mampu menjaga l |iku|id|itas dengan ba|ik mem|il|ik|i peluang 

leb|ih besar untuk berkembang dan bertahan d|i pasar  yang  kompet|it|if.  Manajemen  

kas  yang  tepat  t|idak  hanya  member|ikan kemampuan  kepada  perusahaan  untuk  

menangan|i  pengeluaran  operas|ional  har|ian, tetap|i juga member|ikan fleks|ib|il|itas 

untuk melakukan |investas|i dalam pengembangan usaha (Yusbard|in|i, 2025).  



5 

 

 

 

Arus kas yang stab|il merupakan fondas|i utama untuk memast|ikan 

kelangsungan operas|ional UMKM. Arus kas yang masuk secara s |ign|if|ikan saat 

mus|im rama|i perlu d|i|imbang|i dengan perencanaan pengeluaran yang ef |is|ien agar 

dapat d|igunakan untuk mengatas|i mus|im sep|i atau d|ialokas|ikan untuk 

pengembangan usaha jangka panjang. UMKM yang sehat bergantung pada kond|is|i 

keuangan yang stab|il karena keuangan merupakan sumber utama untuk 

menjalankan akt|iv|itas operas|ional usaha (Purnamawat|i et al., 2023). Kebangkrutan 

usaha ser|ing kal|i d|isebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam mengelola arus 

kas, kurangnya d|is|ipl|in dalam pencatatan keuangan, serta m |in|imnya l|iteras|i 

keuangan d|i kalangan pelaku usaha. Utam|i (2021) menemukan bahwa mesk |ipun 

sektor UMKM berkontr|ibus|i besar terhadap perekonom|ian, hamp|ir 70% pelaku 

UMKM d|i |Indones|ia mas|ih belum mem|il|ik|i s|istem pengelolaan arus kas yang 

terstruktur dan berbas|is teknolog|i (Khaled et al., 2025). 

Perkembangan dan kemajuan teknolog |i |informas|i dan komun|ikas|i 

berdampak s |ign|if|ikan terhadap par |iw|isata dan sektor ekonom|i terka|it la|innya 

(Adnyan|i & Purnamawat|i, 2024). Namun, kenyataannya d|i lapangan menunjukkan 

bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya d|i sektor par|iw|isata, mas|ih menghadap|i 

kesul|itan dalam manajemen keuangan dan pencatatan transaks |i secara s|istemat|is 

mesk|ipun sudah d|ibantu dengan teknolog|i . Salah satu penyebab utamanya adalah 

keterbatasan pemahaman dan akses terhadap s |istem akuntans|i yang sederhana dan 

apl|ikat|if. Untuk mengatas|i persoalan tersebut, |Ikatan Akuntan |Indones |ia (|IA|I) 

telah mengembangkan Standar Akuntans|i Keuangan Ent|itas M |ikro, Kec |il, dan 

Menengah (SAK EMKM) yang d|iperkenalkan sejak tahun 2018. Standar |in|i 

d|irancang agar pelaku UMKM, mesk|ipun tanpa latar belakang akuntans|i 
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profes|ional, tetap dapat menyusun laporan keuangan dengan format yang mudah 

d|ipaham|i, relevan, dan dapat d|iandalkan untuk pengamb|ilan Keputusan (|IKATAN 

AKUNTAN |INDONES|IA, 2025). 

 Penerapan SAK EMKM secara opt |imal d|iyak|in|i dapat men|ingkatkan 

transparans |i dan akuntab |il|itas laporan keuangan UMKM, seh|ingga memperbesar 

peluang untuk memperoleh akses pemb |iayaan dar|i lembaga keuangan formal. 

Sela|in |itu, standar |in|i juga menjad|i alat strateg|is dalam mengukur k|inerja keuangan 

secara objekt|if dan mendorong pengamb|ilan keputusan berbas|is data (Yan|i & 

Syarl|i, 2025). Keputusan b|isn|is (f|inans|ial) yang tepat bergantung pada laporan 

keuangan yang d|ibuat sesua|i standar akuntans |i seh|ingga menc|iptakan laporan 

keuangan yang berkual|itas (Damayant|i et al., 2023). Sayangnya, adops|i standar |in|i 

mas|ih rendah, terutama d|i daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya 

manus|ia dan |infrastruktur d|ig|ital yang belum memada|i. Pengelolaan keuangan 

yang transparan dan akuntabel menjad|i faktor kunc|i dalam memast|ikan efekt|iv|itas 

pengelolaan dana dan sumber daya (Rusm|in|i et al., 2026) 

. Beberapa stud|i menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan SAK 

EMKM antara la|in adalah m|in|imnya pelat|ihan yang bers|ifat apl|ikat|if, kurangnya 

pendamp|ingan tekn |is dar|i |inst|itus|i keuangan atau akadem|ik, serta belum adanya 

s|istem |insent|if yang mendorong pelaku usaha untuk patuh pada standar akuntans |i 

tersebut. Oleh karena |itu, d|ibutuhkan pendekatan kolaborat|if antara pemer|intah 

daerah, perguruan t|ingg|i, dan asos|ias |i UMKM dalam melakukan edukas|i dan 

as|istens|i tekn|is secara berkelanjutan. Namun, penerapan SAK EMKM dan 

pengelolaan arus kas yang efekt |if t|idak hanya bergantung pada aspek tekn |is 
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akuntans|i, tetap |i juga d |ipengaruh|i oleh n|ila|i dan per|ilaku pelaku usaha dalam 

menjalankan akt|iv|itas ekonom|inya.  

D|i s|is|i la|in, dalam konteks sos|ial dan budaya, keberhas |ilan UMKM t|idak 

hanya d|itentukan oleh aspek tekn|is sepert|i pencatatan keuangan atau manajemen 

kas, tetap|i juga oleh n|ila|i-n|ila|i lokal yang tertanam dalam prakt|ik b|isn|is masyarakat 

salah satunya ya|itu budaya Tr|i H|ita Karana. Tr|i H|ita Karana merupakan n|ila|i 

budaya masyarakat H|indu d|i Bal|i (Darmawan et al., 2024). F|ilosof|i Tr|i H|ita 

Karana menjad|i pr|ins|ip h|idup yang menekankan pent|ingnya keharmon|isan dalam 

t|iga hubungan utama: hubungan manus|ia dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan 

antar sesama manus|ia (Pawongan), dan hubungan manus|ia dengan alam 

l|ingkungan (Palemahan). N|ila|i-n|ila|i |in|i secara t|idak langsung telah membentuk 

et|ika b|isn|is masyarakat Bal|i, termasuk dalam menjalankan usaha d |i sektor 

par|iw|isata. 

Dalam konteks UMKM par|iw|isata, |implementas|i n|ila|i-n|ila|i Tr|i H|ita Karana 

t|idak hanya d|ipaham|i sebaga|i pedoman sos |ial dan budaya, tetap|i juga berperan 

dalam membentuk per|ilaku pengelolaan usaha. N|ila|i Parahyangan tercerm|in 

dalam tanggung jawab moral dan kejujuran pelaku usaha, termasuk dalam 

pengelolaan dan pencatatan keuangan. N |ila|i Pawongan tercerm|in melalu|i 

hubungan harmon |is dengan pelanggan dan m |itra usaha, yang berdampak pada 

t|ingkat kepercayaan, kelancaran transaks |i, serta stab|il|itas arus kas. Sementara |itu, 

n|ila|i Palemahan mendorong prakt|ik usaha yang memperhat|ikan keberlanjutan dan 

ef|is|iens |i penggunaan sumber daya, seh |ingga ber|impl|ikas|i pada pengendal|ian b|iaya 

dan keberlangsungan operas|ional usaha. Per|ilaku pengelolaan usaha yang 

terbentuk dar|i |internal|isas|i n|ila|i-n|ila|i tersebut berhubungan dengan kual|itas 
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pengelolaan keuangan UMKM, yang pada akh |irnya tercerm|in dalam k|inerja 

keuangan yang efekt|if dan ef|is|ien (Red|it|iasar|i et al., 2023). 

Berbaga|i kaj|ian pada lembaga ekonom|i berbas |is adat d|i Bal|i menunjukkan 

bahwa |implementas|i n|ila|i-n|ila|i Tr|i H|ita Karana t|idak hanya berfungs |i sebaga|i 

pedoman sos|ial dan budaya, tetap|i juga berperan dalam membentuk tata kelola dan 

per|ilaku pengelolaan keuangan lembaga. N|ila|i Parahyangan d|iwujudkan melalu|i 

tanggung jawab moral dan kom|itmen sos|ial pelaku usaha terhadap komun|itas adat, 

yang ber|impl|ikas|i pada t|ingkat kepercayaan dan leg|it|imas|i sos|ial lembaga. N|ila|i 

Pawongan tercerm|in dalam hubungan harmon|is antara pengelola usaha dengan 

masyarakat dan tenaga kerja lokal, yang mendukung kelancaran akt |iv|itas ekonom|i, 

stab|il|itas transaks|i, serta pengendal |ian r|is|iko usaha. Sementara |itu, n|ila|i 

Palemahan d|iwujudkan melalu|i perhat|ian terhadap keberlanjutan l |ingkungan dan 

w|ilayah usaha, yang berkontr|ibus|i pada kes|inambungan operas|ional dalam jangka 

panjang. |Internal|isas|i n|ila|i-n|ila|i tersebut membentuk s|istem pengelolaan usaha 

yang leb|ih tert|ib, ef|is|ien, dan beror|ientas|i pada keberlanjutan, seh|ingga berdampak 

pada k|inerja keuangan lembaga secara keseluruhan. 

Dalam penel|it|ian |in|i, Tr|i H|ita Karana t|idak d|ipos|is|ikan hanya sebaga |i 

konsep f|ilosof|is atau n|ila|i normat|if budaya Bal|i, mela|inkan sebaga|i n|ila|i budaya 

yang d|i|implementas|ikan dalam prakt|ik pengelolaan UMKM par |iw|isata. 

|Implementas|i n |ila|i Tr|i H|ita Karana tercerm|in melalu|i per|ilaku usaha sehar|i-har|i 

yang mel|iput|i hubungan harmon|is dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan 

dengan sesama manus|ia sepert |i pelanggan dan m|itra usaha (Pawongan), serta 

kepedul|ian terhadap l|ingkungan usaha (Palemahan). |Implementas|i n|ila|i-n|ila|i 

tersebut selanjutnya d|iukur secara kuant|itat|if dan d|ianal|is|is pengaruhnya terhadap 
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k|inerja keuangan UMKM. |Implementas|i n|ila|i Tr|i H|ita Karana dalam prakt|ik 

UMKM par|iw|isata dapat menjad|i d|iferens|ias|i un|ik yang memperkuat c |itra usaha. 

Ket|ika pelaku usaha menjunjung n|ila|i kejujuran, gotong royong, dan kepedul |ian 

l|ingkungan, maka usaha tersebut bukan hanya d |in|ila|i dar|i produk atau jasa yang 

d|itawarkan, tetap |i juga dar|i n|ila|i-n|ila|i luhur yang menyerta |inya. Hal |in|i sejalan 

dengan tren global d|i mana w|isatawan k|in|i semak|in tertar|ik pada pengalaman 

par|iw|isata yang autent|ik, berkelanjutan, dan sarat makna sp|ir|itual atau sos|ial. 

UMKM yang meng |integras|ikan n|ila|i Tr|i H|ita Karana ke dalam strateg|i b|isn|isnya 

mem|il|ik|i keunggulan kompet|it|if dalam menar|ik segmen w|isatawan yang mencar |i 

pengalaman yang leb|ih dar|i sekadar konsums|i.  

Dalam konteks nas|ional, UMKM mem|il|ik|i peran strateg |is dalam 

perekonom|ian |Indones|ia. Berdasarkan data dar |i Kementr|ian Koperas|i dan UKM, 

UMKM menyumbang leb|ih dar|i 60% terhadap Produk Domest|ik Bruto (PDB) dan 

menyerap sek|itar 97% tenaga kerja d |i |Indones|ia. Sela|in |itu UMKM berkontr|ibus|i 

pada dalam memperkuat daya sa|ing nas|ional, mengurang|i t|ingkat kem |isk|inan, 

serta mendorong pembangunan ekonom|i yang |inklus|if dan berkelanjutan. Namun, 

d|i tengah d|ig|ital|isas|i, UMKM menghadap|i berbaga|i tantangan, sepert|i 

keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya adops |i teknolog|i, serta persa|ingan 

yang semak|in ketat (Sarag|ih et al., 2025). Namun, permasalahan klas|ik sepert|i 

lemahnya s|istem pencatatan keuangan, belum terstandarnya manajemen arus kas, 

dan rendahnya |internal|isas|i n|ila|i-n|ila|i budaya lokal dalam strateg|i usaha mas|ih 

menjad|i tantangan utama, sepert|i pada penel|it|ian yang d|ilakukan oleh |Indawat|i 

(2025) mengungkapkan bahwa ket |iadaan pencatatan keuangan yang memada|i 



10 

 

 

 

menyebabkan para pelaku UMKM kesul |itan dalam melakukan evaluas|i k|inerja 

keuangan dan pengamb |ilan keputusan b|isn|is yang tepat (|Indawat|i et al., 2025). 

D|i t|ingkat lokal, Kabupaten Buleleng d|i Bal|i merupakan salah satu w|ilayah 

yang mem|il|ik|i potens|i besar dalam pengembangan UMKM par|iw |isata berbas|is 

budaya. Dengan jumlah penduduk sek|itar 830.000 j|iwa dan karakter geograf |is yang 

mencakup w|ilayah pes|is|ir h|ingga dataran t|ingg|i, Buleleng menawarkan 

keberagaman dest|inas|i w|isata yang mel|iput|i w|isata bahar|i, agro, sp|ir|itual, dan 

budaya (Sar|iada, 2025). Tercatat ada leb|ih dar|i 9.780 pelaku UMKM yang tersebar 

di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh dari 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng. 

 

Tabel 1.1  

Data Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng 

Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng  

Berdasarkan Data DISDAGPERINKOPUKM Buleleng 

Tahun 2024 

No Sektor UMKM Jumlah (Unit) 

1 Sektor Perdagangan 2.432 

2 Sektor Perindustrian 897 

3 Sektor Pertanian 914 

4 Sektor Jasa 5.537 

Total UMKM   9.780 

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM 

Kabupaten Buleleng, 2024) 

UMKM pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian 

daerah, terutama di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM di wilayah Pantai Lovina, Kabupaten 

Buleleng, d|itemukan bahwa sebag|ian besar pelaku usaha m |ikro, khususnya penjual 

souven|ir dan paka|ian khas w|isata, belum melakukan pencatatan keuangan secara 
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s|istemat|is. Sebag|ian pelaku usaha bahkan t|idak mencatat transaks|i penjualan 

maupun pemasukan, sementara sebag|ian la|innya telah berupaya melakukan 

pencatatan keuangan, namun pendapatan yang d |iperoleh mas|ih belum mencapa |i 

target yang telah d|itentukan, seh|ingga mereka kesul|itan menutup beban operas|ional 

sepert|i sewa tempat dan b|iaya l|istr|ik. Sela|in |itu, sebag|ian besar pelaku usaha mas|ih 

menggabungkan keuangan pr|ibad|i dengan keuangan usaha, yang menyebabkan 

sul|itnya memantau arus kas dan men|ila|i kond|is|i keuangan secara akurat. Fenomena 

|in|i menunjukkan lemahnya penerapan Standar Akuntans|i Keuangan Ent|itas M|ikro, 

Kec|il, dan Menengah (SAK EMKM) serta pengelolaan arus kas yang efekt |if, yang 

pada akh|irnya berdampak terhadap k |inerja keuangan UMKM par|iw|isata d|i 

Kabupaten Buleleng. Kond|is|i tersebut t|idak hanya berdampak pada aspek sos |ial 

dan c|itra dest|inas|i w|isata, tetap|i juga ber |impl|ikas|i pada menurunnya kepercayaan 

w|isatawan, berkurangnya transaks|i, serta penurunan pendapatan UMKM d|i sek|itar 

kawasan w|isata.  

Padahal, penerapan SAK EMKM mem |il|ik|i peran pent|ing dalam membantu 

UMKM menyusun laporan keuangan yang sederhana namun akurat sebaga |i dasar 

pengamb|ilan keputusan. Menurut |Ikatan Akuntan |Indones|ia (2025), SAK EMKM 

d|irancang agar ent|itas kec|il dapat menyaj|ikan |informas|i keuangan yang relevan 

dan andal tanpa kompleks|itas yang berleb|ihan. Penel|it|ian Yum|iko & Tjakrawala 

(2024) menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh pos |it|if terhadap 

k|inerja keuangan karena men|ingkatkan transparans|i dan akuntab|il|itas pelaku 

usaha. Sementara |itu, penel|it|ian Yusbard|in|i (2025) serta V|iv|iant |i & Hermanto 

(2025) menegaskan bahwa pengelolaan arus kas yang ba |ik berperan pent|ing dalam 

menjaga l|iku|id|itas, menekan r|is|iko keuangan, dan memperkuat keberlangsungan 
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usaha. Namun kenyataannya, banyak UMKM d |i Kabupaten Buleleng belum 

menerapkan s|istem pencatatan kas yang teratur, seh|ingga mereka kesul|itan 

mengatur perputaran modal dan menghadap |i penurunan pendapatan pada mus |im 

sep|i w|isatawan. Hal |in|i memperl|ihatkan bahwa walaupun sebag|ian UMKM telah 

melakukan pencatatan, pengelolaan kas yang belum ef |is|ien dan lemahnya strateg|i 

keuangan menyebabkan pendapatan belum mampu menutup |i seluruh beban usaha 

secara opt|imal. 

Fenomena lemahnya pengelolaan keuangan dan et |ika b|isn|is d |i sektor 

par|iw|isata juga tercerm|in dalam kasus A|ir Terjun Sekumpul, yang sempat menjad|i 

sorotan publ|ik pada November 2023. Dalam sebuah v |ideo yang v|iral d|i med|ia 

sos|ial, w|isatawan mengaku d|im|inta membayar t|iket masuk sebesar Rp300.000, 

jauh d|i atas tar|if resm|i yang d|itetapkan pemer|intah daerah ya |itu Rp20.000 untuk 

dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Setelah d|ilakukan penelusuran oleh p|ihak 

D|inas Par|iw|isata Kabupaten Buleleng dan Satpol PP, d |iketahu|i bahwa terdapat 

empat pos loket t|idak resm|i yang memungut t|iket secara sep |ihak d|i jalur menuju 

A|ir Terjun Sekumpul. Pos-pos tersebut ternyata d|ikelola oleh oknum perorangan, 

bukan oleh pengelola resm|i dest|inas|i w|isata. Ak |ibat kejad|ian tersebut, pemer|intah 

daerah menutup sementara pos t|idak resm|i tersebut dan berkom|itmen memperba|ik|i 

s|istem tata kelola keuangan dest |inas|i agar leb|ih transparan dan sesua|i aturan. 

Fenomena |in|i mencerm|inkan rendahnya penerapan n|ila|i-n|ila|i budaya Tr|i H|ita 

Karana, khususnya aspek Pawongan (harmon|i antar manus|ia) dan Parhyangan 

(|integr|itas moral). Prakt|ik semacam |in|i men|imbulkan ket|idakpercayaan 

w|isatawan, menurunkan reputas |i dest|inas |i, serta berdampak t|idak langsung 
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terhadap penurunan pendapatan dan k |inerja keuangan UMKM d |i sek|itar lokas|i 

w|isata. 

Adapun penel|it|ian yang relevan dengan fenomena tersebut ya|itu penel|it|ian 

oleh Kust|ina & Ar|isant|i (2022) yang menegaskan bahwa penerapan n |ila|i-n|ila|i Tr|i 

H|ita Karana dalam keg|iatan ekonom|i mampu menc|iptakan kese|imbangan antara 

manus|ia, l|ingkungan, dan sp|ir|itual|itas, yang pada akh|irnya men|ingkatkan k|inerja 

keuangan melalu|i prakt|ik usaha yang jujur, et|is, dan berkelanjutan. Namun, ket|ika 

n|ila|i-n|ila|i tersebut d|iaba|ikan, muncul prakt|ik yang t|idak transparan, sepert|i kasus 

d|i A|ir Terjun Sekumpul, yang t |idak hanya mencedera|i harmon|i sos|ial tetap|i juga 

merug|ikan ekonom|i masyarakat lokal. Dalam konteks |in|ilah penerapan n|ila|i-n|ila|i 

Tr|i H|ita Karana menjad|i relevan. Melalu|i Pawongan ya|itu hubungan harmon|is 

dengan sesama, UMKM d|ituntut untuk membangun hubungan yang ba|ik dengan 

pelanggan melalu|i pelayanan yang jujur dan transparan. Melalu |i Palemahan ya|itu 

hubungan yang ba |ik dengan alam sek |itar, UMKM dapat men|ingkatkan daya tar |ik 

usahanya dengan menjaga kebers|ihan, menggunakan bahan lokal, dan menerapkan 

prakt|ik ramah l|ingkungan. Melalu|i Parahyangan ya|itu hubungan yang ba|ik dengan 

Tuhan, hal |in|i tercerm|in dalam keterl|ibatan UMKM pada keg|iatan adat dan 

keagamaan yang mendukung |ident|itas budaya Bal|i. Oleh karena |itu, fenomena 

yang terjad|i d|i Kabupaten Buleleng, ba|ik pada t|ingkat UMKM maupun dest|inas|i 

w|isata menunjukkan bahwa rendahnya penerapan SAK EMKM, lemahnya 

pengelolaan arus kas, dan belum opt |imalnya |implementas|i n|ila|i Tr|i H|ita Karana 

merupakan permasalahan mendasar yang memengaruh|i k|inerja keuangan UMKM 

par|iw|isata. Penel|it|ian |in|i menjad|i pent|ing untuk mengkaj|i sejauh mana ket|iga 
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var|iabel tersebut berperan dalam men |ingkatkan transparans|i, stab|il|itas, dan 

keberlanjutan keuangan UMKM d|i sektor par|iw|isata Kabupaten Buleleng. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penel|it|ian |in|i mem|il|ik|i urgens |i akadem|ik 

dan prakt|is yang t|ingg|i. Secara akadem|ik, penel|it|ian |in|i berkontr|ibus|i dalam 

memperluas l|iteratur tentang model k|inerja keuangan UMKM yang t |idak hanya 

berbas|is pada pr|ins|ip akuntans|i dan manajemen keuangan formal, tetap|i juga 

mempert|imbangkan faktor kear|ifan lokal sebaga |i var|iabel pent|ing. Secara prakt|is, 

has|il penel|it|ian |in|i d|iharapkan dapat member|ikan rekomendas|i konkret bag |i pelaku 

UMKM, pemer|intah daerah, dan lembaga pendamp|ing dalam merancang program 

pen|ingkatan kapas|itas, pelat|ihan akuntans|i sederhana, serta |integras|i n|ila|i budaya 

dalam strateg|i b|isn|is UMKM. 

 Kebaruan penel|it|ian |in|i terletak pada |integras |i antara aspek tekn|is dan 

kultural dalam menganl|is|is k|inerja keuangan UMKM par|iw|isata. Beberapa 

penel|it|ian terdahulu yang relevan mas |ih berfokus pada factor keuangan formal, 

m|isalnya penel|it|ian Rusnawat|i, Rusd|i, dan Saharrud|in (2022) yang menguj|i l|iteras|i 

keuangan, per|ilaku keuangan, dan s|ikap keuangan terhadap k|inerja keuangan 

UMKM d|i Makssar. Penel|it|ian Eka dan Rara (2023) yang menekankan pengaruh 

s|ikap keuangan, per|ilaku keuangan, dan l|iteras|i keuangan terhadap k|inerja 

keuangan UMKM d |i Pemdes Ambengan. Sela|in |itu, ada juga penel|it|ian oleh Ayu 

dan S|inarwat |i (2025) yang membukt|ikan pengaruh t|ingkat suku bunga kred|it, non 

perform|ing loan, daya sa|ing, dan kual|itas pencatatan keuangan terhadap k |inerja 

keuangan LPD d|i Kecamatan Selat. Has|il-has |il penel|it|ian tersebut menegaskan 

bahwa faktor keuangan tekn|is berperan  pent|ing dalam men|ingkatkan k|inerja 
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keuangan, namun t|idak mel|ibatkan faktor budaya lokal sebaga|i var|iabel 

|independen yang berpotens|i member|ikan pengaruh s|ign|if|ikan. 

 Penel|it|ian |in|i had|ir untuk meng|is|i celah tersebut dengan memasukkan Tr|i 

H|ita Karana sebaga|i var|iabel |independen berbas|is cultural yang d|iuj|i secara 

emp|ir|is terhadap k|inerja keuangan UMKM. Dengan pendekatan |in|i, penel|it|ian 

memperluas kerangka teor|i Resource Based V|iew (RBV), karena sela |in menguj|i 

penerapan SAK EMKM dan pengelolaan arus kas sebaga |i kapab|il|itas tekn|is, juga 

menempatkan n|ila|i-n|ila|i lokal (Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan) sebaga|i 

sumber daya |internal yang t|idak berwujud yang dapat menc|iptakan d |iferens|ias|i dan 

keunggulan kompet|it|if. Konteks penel|it|ian yang berfoukus pada UMKM sektor 

par|iw|isata d|i Kabupaten Buleleng, dengan fenomena nyata berupa m |in|imnya 

pencatatan keuangan usaha, pola pengeloaan kas yang musiman, serta masalah 

kepercayaan wisatawan akibat praktik usaha yang kurang transparan, semakin 

memperkuat aspek kebaruan penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam 

pengaruh penerapan SAK EMKM, pengelolaan arus kas, dan internalisasi nilai Tri 

Hita Karana terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan pemahaman yang utuh mengenai interaksi antara aspek teknis dan 

kultural dalam menentukan keberhasilan UMKM pariwisata yang berdaya saing, 

berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat sejumlah permasalahan utama 

yang dihadapi oleh UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng, antara lain: 

1. Masih rendahnya pemahaman dan penerapan SAK EMKM oleh pelaku 

UMKM, yang berdampak pada keterbatasan akuntabilitas dan kualitas 

laporan keuangan. 

2. Pengelolaan arus kas yang belum optimal, terutama karena sifat musiman 

dari sektor pariwisata, menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan 

dan pengeluaran. 

3. Belum terintegrasinya nilai-nilai budaya lokal Tri Hita Karana secara 

sistematis dalam strategi dan operasional bisnis UMKM, meskipun nilai 

tersebut diyakini dapat memperkuat citra dan keberlanjutan usaha. 

4. Tantangan struktural di tingkat lokal, seperti minimnya digitalisasi, 

dukungan kebijakan, serta edukasi teknis kepada pelaku UMKM. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat dilakukan secara efektif, maka 

ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM sektor pariwisata yang berada 

di Kabupaten Buleleng, Bali. 

2. Variabel yang dikaji hanya mencakup penerapan SAK EMKM, pengelolaan 

arus kas, dan nilai budaya Tri Hita Karana sebagai variabel bebas. 
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3. Kinerja keuangan UMKM menjadi variabel terikat, yang diukur melalui 

persepsi pelaku usaha terhadap indikator seperti omzet, laba, efisiensi biaya, 

dan kemampuan menjaga likuiditas. 

4. Penelitian ini tidak membahas aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah 

secara langsung, akses pasar, maupun faktor makroekonomi lainnya. 

5. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei kepada 

pelaku UMKM. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng? 

2. Apakah pengelolaan arus kas berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng? 

3. Apakah nilai Tri Hita Karana yang diiplementasikan dalam praktik bisnis 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di 

Kabupaten Buleleng? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kinerja keuangan 

UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. 
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2. Menganalisis pengaruh pengelolaan arus kas terhadap kinerja keuangan 

UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. 

3. Menganalisis pengaruh implementasi nilai budaya Tri Hita Karana 

terhadap kinerja keuangan UMKM pariwisata di Kabupaten Buleleng. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

ilmu akuntansi, khususnya dalam: 

a. Menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar 

akuntansi (SAK EMKM) dan manajemen arus kas terhadap kinerja 

keuangan UMKM. 

b. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal (Tri Hita Karana) ke dalam 

kerangka teori pengelolaan usaha, sehingga memperkaya perspektif 

sosial-budaya dalam akuntansi UMKM. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi pelaku UMKM: Memberikan pemahaman tentang pentingnya 

penerapan standar akuntansi, manajemen kas yang sehat, serta nilai 

budaya lokal dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha. 

b. Bagi pemerintah daerah: Memberikan dasar data dan informasi untuk 

merumuskan kebijakan pengembangan UMKM pariwisata yang 

berbasis budaya lokal dan sistem akuntansi yang terstandar. 

c. Bagi lembaga pendamping UMKM (universitas, koperasi, LSM): 

Menjadi referensi dalam menyusun program pelatihan, pendampingan, 
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dan penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam hal akuntansi keuangan 

serta pengelolaan berbasis nilai lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


